APLIKASI UMUM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1148 TAHUN 2021

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Aplikasi Umum

Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal
43 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

29y

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
APLIKASI UMUM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH.

Menetapkan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Secara Elektronik (SPSE) sebagai Aplikasi

Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

berlaku secara nasional.

Pengembangan dan pembinaan penerapan Aplikasi
Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

pada unsur:

a. proses bisnis dan data dilaksanakan oleh lembaga
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang pengadaan barang dan
jasa pemerintah;

b. teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh
kementerian yang  menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;

dan

c. keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) dilaksanakan oleh lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang keamanan siber.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
menerapkan Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu di lingkungan instansi masing-masing.

Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
memiliki persyaratan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri ini.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal @ Desember 2021

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 1148 TAHUN 2021

TENTANG APLIKASI UMUM BIDANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH

PERSYARATAN APLIKASI UMUM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempunyai peran penting
dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan
publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa merupakan
kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi
kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan
pengadaan meliputi: perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan,
persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah
terima. Dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, terdapat tujuan
pengadaan yang ingin dicapai meliputi mewujudkan pengadaan yang
menghasilkan value for money, peningkatan penggunaan produk dalam
negeri, meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan koperasi, meningkatkan
peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan
pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan
industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan
kesempatan usaha dan meningkatkan pengadaan yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengadaan tersebut, salah satu

upaya yang dilakukan dalam bidang Pengadaan Barang dan Jasa
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Pemerintah adalah melalui pemanfaatan teknologi. Penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem
informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan
sistem pendukung. Saat ini, SPSE sudah dimanfaatkan oleh seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah. Ruang lingkup SPSE itu sendiri terdiri atas:
perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia,
pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan
katalog elektronik. Sebagian besar ruang lingkup tersebut sudah bersifat
transaksional dimana proses bisnis pelaksanaan dilakukan melalui aplikasi.
Meski demikian, masih terdapat beberapa lingkup yang sifatnya adalah
pencatatan dan pelaporan sehingga belum keseluruhan alur secara end to
end difasilitasi melalui proses bisnis dalam sistem. Meski demikian, secara
peta jalan pengembangan, beberapa lingkup yang saat ini masih dalam
bentuk pencatatan dan pelaporan sudah dalam rencana pengembangan
untuk kemudian dapat dilakukan secara transaksional di dalam aplikasi.
Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur bahwa layanan
yang mendukung kegiatan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah
merupakan salah satu layanan administrasi pemerintahan berbasis
elektronik. Dengan demikian, SPSE sebagai aplikasi yang memfasilitasi
layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diterapkan dengan
pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum. Penerapan SPSE
sebagai Aplikasi Umum oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan
administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang terpadu.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah ini dimaksudkan sebagai dasar acuan bagi Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan administrasi
pemerintahan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berbasis
elektronik.

Sedangkan tujuan Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah adalah:
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Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan di Bidang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berkualitas dan
terpercaya di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

Mewujudkan keseragaman dan keterpaduan pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah berbasis elektronik; dan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan,
dan akuntabel melalui penerapan SPBE Bidang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Persyaratan Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah dibatasi pada:

1.

a kK b

Pemetaan Referensi Arsitektur Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah;

Persyaratan Proses Bisnis;

Persyaratan Data;

Persyaratan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

Persyaratan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 182); dan

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

E. Pengertian Umum

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan
Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada pengguna SPBE.

Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan
digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah.

Instansi  Pusat adalah  kementerian, lembaga  pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan
lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



BAB II
PEMETAAN REFERENSI ARSITEKTUR
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi proses yang terjadi pada
pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan
pemetaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam
arsitektur SPBE nasional. Pemetaan dilakukan terutama pada referensi
arsitektur SPBE nasional, untuk memastikan terjadinya integrasi proses bisnis,
data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE
untuk menghasilkan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
terintegrasi. Pemetaan referensi arsitektur SPBE nasional dalam pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

A. Pemetaan Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam pengelompokan proses bisnis berdasarkan tugas dan fungsi
yang diemban oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengadaan barang dan
jasa pemerintah, maka layanan ini merupakan luaran dari proses bisnis
RAB - Pemerintahan Umum - Keuangan (09.02). Pengklasifikasian ini akan
diperjelas dengan tingkat di bawahnya yang didefinisikan pada Bab III

Persyaratan Proses Bisnis.

B. Pemetaan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah hanya berhasil bila
tersedia data dan informasi yang layak untuk digunakan. Dengan adanya
kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), kualitas data yang dihasilkan dapat
dijaga dengan baik sehingga mampu melakukan interoperabilitas untuk
berbagi pakai data.

Beberapa data dan informasi yang diperlukan, mengacu pada referensi
arsitektur data dan informasi RAD - Informasi Pemerintahan Umum (09)
yang didalamnya terdapat data:

1) Data Penganggaran Pengadaan mengacu pada referensi Arsitektur
Data dan Informasi RAD — Data Keuangan (09.02); dan

2) Data Perencanaan Pengadaan mengacu pada referensi Arsitektur
Data dan Informasi RAD — Data perencanaan pembangunan

nasional (09.05);
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Pemetaan ini akan diperjelas operasionalisasinya pada Bab IV

Persyaratan Data.

C. Pemetaan Referensi Arsitektur Layanan (RAL) SPBE

Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri dari beberapa
layanan berdasarkan fungsi dan tugas yang diemban oleh lembaga
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berikut pemetaan layanan
mengacu pada Arsitektur Layanan SPBE:

1) Layanan perencanaan pengadaan mengacu pada Referensi
Arsitektur Layanan RAL — Layanan Administrasi Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan Nasional (02.03)

2) Layanan sistem katalog elektronik mengacu pada Referensi
Arsitektur Layanan RAL - Layanan Publik Ekonomi (01.04)

3) Layanan pelaksanaan pengadaan mengacu pada Referensi
Arsitektur Layanan RAL — Layanan Administrasi Pemerintahan

Keuangan (02.02)

D. Pemetaan Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) SPBE

Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini merupakan
keluaran dari beberapa Aplikasi yang dapat dikategorikan menurut
Referensi Arsitektur SPBE sebagai berikut:

1) Aplikasi layanan perencanaan pengadaan mengacu pada Referensi
Arsitektur RAA — Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
(01.01)

2) Aplikasi layanan sistem katalog elektronik mengacu pada
Referensi Arsitektur Aplikasi RAA — Aplikasi Umum Layanan
Publik (01.02)

3) Aplikasi layanan pelaksanaan pengadaan mengacu pada Referensi

Arsitektur Aplikasi RAA — Aplikasi Umum Layanan Publik (01.02)

E. Pemetaan Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) SPBE

Dalam penerapaan SPBE, infrastruktur merupakan komponen penting
untuk mendukung terlaksananya aplikasi SPBE, pengelolaan data dan
informasi, dan operasionalisasi layanan SPBE. Layanan sebagai luaran dari
proses bisnis, dihasilkan secara elektronik dari aplikasi SPBE yang

terpasang di sebuah server ataupun cloud. Sedangkan aplikasi tersebut
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menggunakan data yang tersimpan dalam media penyimpan yang aman
melalui SPL (Sistem Penghubung Layanan) tertentu. Baik penyelenggara
pemerintah maupun masyarakat umum dapat berinteraksi dengan layanan
pemerintah melalui jaringan intra tersendiri dan jaringan internet. Beberapa
komponen infrastruktur yang terkait untuk menghasilkan layanan
pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain:
1. RAl-Fasilitas Komputasi (01):
a) Pusat Data Nasional (01.01);
b) Pusat Komputasi (01.02); dan
c) Pusat Kendali (01.03);
2. RAI-Sistem Integrasi (02):
a) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (02.02); dan
b) Jaringan Intra Pemerintah (02.01);
3. RAI-Platform (03):
a) Menerapkan kerangka aplikasi Microservices mengacu pada

Arsitektur Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi (03.01);

F. Pemetaan Referensi Arsitektur Keamanan (RAK)

Data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang
berada di layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu diamankan
agar dapat memberikan layanan secara optimal. Melihat hal tersebut,
arsitektur keamanan terkoneksi dengan arsitektur aplikasi, data, dan
informasi, serta infrastruktur. Melihat bahwa layanan ini merupakan salah
satu aplikasi umum yang infrastrukturnya menggunakan Infrastruktur
SPBE Nasional maka untuk RAK sebagai berikut:

1. RAK - Standar Keamanan (01)

Pada standar keamanan yang menjadi persyaratan untuk
diterapkan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, dan
infrastruktur SPBE layanan tersebut dengan memerhatikan standar
keamanan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber mengacu pada Arsitektur Keamanan RAK -
Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (01.01)

2. RAK - Penerapan Keamanan (02)

RAK perlu juga memasukkan kegiatan penerapan keamanan untuk
data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE dengan
memerhatikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi persyaratan

keamanan, yaitu:
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a) Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi mengacu pada
referensi Arsitektur Keamanan RAK - Kesadaran Keamanan
SPBE (02.01);

b) ITSA (Information Technology Security Assessment) mengacu
pada referensi  Arsitektur Keamanan RAK - Kerentanan
Keamanan SPBE (02.02);

c¢) Rekomendasi dan remediasi hasil ITSA sebelumnya mengacu
pada referensi Arsitektur Keamanan RAK - Peningkatan
Keamanan SPBE (02.03);

d) Terbentuknya CSIRT di LKPP mengacu pada referensi
Arsitektur Keamanan RAK - Penanganan Insiden Keamanan
SPBE (02.04); dan

e) Audit Keamanan SPBE mengacu pada referensi Arsitektur

Keamanan RAK - Audit Keamanan SPBE (02.05).

3. RAK - Kelaikan Keamanan (03)
Kelaikan keamanan untuk aplikasi umum dan infrastruktur SPBE
nasional perlu diberikan oleh BSSN, karenanya untuk aplikasi dan
infrastruktur pada layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah
ini perlu mamasukkan:

a) Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum mengacu pada Arsitektur
Keamanan RAK — Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum (03.01);
dan

b) Kelaikan Kemanan Infrastruktur SPBE Nasional mengacu pada
Arsitektur Keamanan RAK - Kelaikan Keamanan Infrastruktur
SPBE Nasional (03.02).

Pemetaan ini akan diperjelas operasionalisasinya pada Bab V

Persyaratan Keamanan.
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BAB III

PERSYARATAN PROSES BISNIS

Persyaratan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah merupakan deskripsi proses bisnis yang menjadi syarat

pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

pemerintah. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan alur

kerja pada pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan proses

bisnis Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

mencakup deskripsi peran/aktor pelaksana, kode proses, proses bisnis level O,

proses bisnis level 1. Proses bisnis digambarkan dengan menggunakan Business

Process Model and Notation (BPMN).

A. Deskripsi Aktor Pelaksana

No

Kode

Aktor Pelaksana

Deskripsi

LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang berada
dan bertanggung jawab
kepada Presiden dan
mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan
dan perumusan kebijakan
pengadaan barang/jasa
Pemerintah

PA

Pengguna Anggaran

adalah  pejabat  pemegang
kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Perangkat
Daerah

KPA

Kuasa Pengguna
Anggaran

adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran
pada Kementerian
Negara/Lembaga yang
bersangkutan atau pejabat
yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi
Perangkat Daerah.

PPK

Pejabat Pembuat
Komitmen

adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA
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No

Kode

Aktor Pelaksana

Deskripsi

untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja
negara/anggaran belanja
daerah

PP

Pejabat Pengadaan

pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang
bertugas melaksanakan
Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung,
dan/atau E-purchasing.

POKMIL

Pokja Pemilihan

adalah sumber daya manusia
yang ditetapkan oleh kepala
UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia

KUPPBJ

Kepala Unit Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

adalah Kepala Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di
Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah yang
menjadi pusat keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa

PU

Pelaku
Usaha/Peserta/Penyedia

adalah badan usaha atau
perseorangan yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu

PS

Penyelenggara Swakelola

adalah instansi, organisasi
masyarakat, atau kelompok
masyarakat yang
menyelenggarakan swakelola
yang terdiri dari Tim
Persiapan, Tim Pelaksana, dan
Tim Pengawas

10

TIMSIAP

Tim Persiapan

adalah tim yang menyusun
rencana kegiatan, jadwal
pelaksanaan, dan rencana
biaya swakelola.

11

TIMLAK

Tim Pelaksanaan

adalah tim yang
melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan
secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan
penyerapan anggaran
swakelola.

12

TIMWAS

Tim Pengawas

adalah tim yang mengawasi
persiapan, pelaksanaan fisik
maupun administrasi
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No Kode Aktor Pelaksana Deskripsi

swakelola dan penyerahan
hasil pekerjaan swakelola.

B. Kode Proses

Pada penggambaran proses bisnis, setiap proses diberikan kode Proses

Bisnis sebagai identitas setiap proses yang juga dapat mengidentifikasi

tingkatan proses bisnis. Kode proses bisnis direpresentasikan dalam format

[RAB.09.02.08.03.05.04. TINGKATAN_PROSES]| dimana [TINGKATAN_PROSES]

berisi relasi antara proses dan subproses serta nomor urut proses.

Berdasarkan ketentuan kode proses tersebut, berikut tabel seluruh daftar

kode proses.

Berdasarkan ketentuan kode proses tersebut, berikut tabel seluruh daftar

kode proses.

No. Kode Proses Nama Proses
1 [RAB.09.02.08.03.05.04.01] |Merencanakan Pengadaan
2 [RAB.09.02.08.03.05.04.02] |Menyiapkan Pengadaan
3 [RAB.09.02.08.03.05.04.03] | Memilih Penyedia
4 [RAB.09.02.08.03.05.04.04] | Melaksanakan Kontrak Swakelola
S [RAB.09.02.08.03.05.04.05] |Melaksanakan Kontrak Penyedia
6 [RAB.09.02.08.03.05.04.06] |Melaksanakan Serah Terima Barang/Jasa
7 [RAB.09.02.08.03.05.04.07] |Mengelola Penyedia
8 [RAB.09.02.08.03.05.04.08] | Mengelola Katalog Elektronik
9 | [RAB.09.02.08.03.05.04.01.01] | Mengidentifikasi Pengadaan Barang/Jasa
10 | [RAB.09.02.08.03.05.04.01.02] | Menetapkan Jenis Barang/Jasa
11 | [RAB.09.02.08.03.05.04.01.03] | Menentukan Cara Pengadaan Barang/Jasa
12 | [RAB.09.02.08.03.05.04.01.04] | Melakukan Pemaketan
13 | [RAB.09.02.08.03.05.04.01.05] | Melakukan Konsolidasi
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No.

Kode Proses

Nama Proses

14

[RAB.09.02.08.03.05.04.01.06]

Menentukan Waktu Pemanfaatan
Barang/Jasa

15

[RAB.09.02.08.03.05.04.01.07]

Mereviu Anggaran Pengadaan

16

[RAB.09.02.08.03.05.04.01.08]

Menyusun Perencanaan Pengadaan

17

[RAB.09.02.08.03.05.04.01.09]

Menetapkan dan Mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan

18

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.01]

Mereviu dan Menetapkan Spesifikasi Teknis/
KAK

19

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.02]

Menyusun dan Menetapkan HPS

20

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.03]

Menyusun dan Menetapkan Rancangan
Kontrak

21

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.04]

Menetapkan Penyelenggara Swakelola

22

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.05]

Menyusun Rencana Kegiatan

23

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.06]

Menyusun Jadwal Pelaksanaan

24

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.07]

Reviu Spesifikasi Teknis/KAK

25

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.08]

Reviu RAB

26

[RAB.09.02.08.03.05.04.02.09]

Menetapkan Dokumen Persiapan Swakelola

27

[RAB.09.02.08.03.05.04.03.01]

Melaksanakan Persiapan Pemilihan

28

[RAB.09.02.08.03.05.04.03.02]

Melaksanakan ePurchasing

29

[RAB.09.02.08.03.05.04.03.03]

Melaksanakan Pengadaan Langsung

30

[RAB.09.02.08.03.05.04.03.04]

Melaksanakan Penunjukan Langsung

31

[RAB.09.02.08.03.05.04.03.05]

Melaksanakan Tender/Seleksi

32

[RAB.09.02.08.03.05.04.03.06]

Melaksanakan Tender Cepat

33

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.01]

Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

34

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.02]

Melakukan Pembahasan Bersama

35

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.03]

Memutuskan Penolakan PPK

36

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.04]

Tender/Seleksi Gagal

37

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.05]

Penetapan SPPBJ

38

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.06]

Penandatangan Kontrak

39

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.07]

Melaksanakan Penerbitan SPMK/SPP

40

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.08]

Melaksanakan Pekerjaan

41

[RAB.09.02.08.03.05.04.05.09]

Melakukan Pemutusan Kontrak
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No. Kode Proses Nama Proses

42 | [RAB.09.02.08.03.05.04.05.10] | Menyerahkan Hasil Pekerjaan

43 | [RAB.09.02.08.03.05.04.05.11] | Melakukan Perbaikan Pekerjaan

44 | [RAB.09.02.08.03.05.04.05.12] | Menerima Hasil Pekerjaan

45 | [RAB.09.02.08.03.05.04.07.01] | Penilaian Kinerja Penyedia

46 |[RAB.09.02.08.03.05.04.07.02] | Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

47 | |[RAB.09.02.08.03.05.04.08.01] | Menyampaikan Usulan

48 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.02] | Membuat Telaahan

49 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.03] | Menyiapkan Etalase Produk

50 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.04] | Menyampaikan Penawaran

51 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.05] | Memverifikasi Penawaran

52 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.06] | Menyetujui Hasil Verifikasi

53 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.07] | Menyampaikan Penambahan Produk

54 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.08] | Memverifikasi Penambahan Produk

55 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.09] | Menyetujui Hasil Verifikasi Penambahan
Produk

56 | [RAB.09.02.08.03.05.04.08.10] | Melakukan Pembaruan Data

C. Proses Bisnis Level 0- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Penyusunan persyaratan proses bisnis level O ini bertujuan untuk

mengendalikan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara

efisien, efektif, dan sistematis. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis

Level O- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi:

N o gk b=

Merencanakan Pengadaan;
Menyiapkan Pengadaan;

Memilih Penyedia;

Melaksanakan Kontrak Swakelola;

Melaksanakan Kontrak Penyedia;

Melaksanakan Serah Terima Barang/Jasa;

Mengelola Penyedia; dan

Mengelola Katalog Elektronik;

Aktor Pelaksana yang dapat menjalankan proses ini antara lain LKPP,

PA/KPA, PPK, PP, POKMIL, Penyedia. Alur pada Proses Bisnis Level O -

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilihat pada Gambar 1 sebagai

berikut:
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Level 0 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [PBJP]

LKPP

Dokumen
Referensi Produk
dan Penyedia

Mengelola
Katalog

Mengelola
Penyedia

Elektronik
[RAB.09.02.08.0
3.05.04.08]

. Kualifiaksi
Referensi Produk @ Penyedia @

[RAB.09.02.08.0
3.05.04.07]

Kinerja Penyedia

PAJKPA, PPK, PP, POKMIL, Penyelenggara Swakelola, Penyedia

-~
=0 Memilih
Penyedia
[RAB.09.02.08.
03.05.04.03]

penyedia

Merencanakan
Pengadaan
[RAB.09.02.08.0
3.05.04.01]

Menyiapkan
Pengadaan
[RAB.09.02.08.0
3.05.04.02]

Penyedia atau
swakelola ?

Dok Persiapan
Pengadaan

{“Zlaksanakan
Kontrak

hasil proses
pemilihan
penyedia

{"Zlaksanakan
Kontrak
Penyedia
[RAB.09.02.08.0
3.05.04.05]

Kontrak penyedia
selesai

{"Zlaksanakan
Serah Terima
Barang/Jasa

[RAB.09.02.08.0

3.05.04.08]

Swakelola
[RAB.09.02.08.0
3.05.04.04]

(=)

kontrak swakelola
selasai

Gambar 1. Proses bisnis pengadaan barang dan jasa pemerintah
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Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Bisnis Level O-

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri atas:

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01]

Nama Proses Merencanakan Pengadaan

Deskripsi Perencanaan pengadaan merupakan proses identifikasi

pengadaan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan
anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Input 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Anggaran (sesuai
pedoman penyusunan yang dikeluarkan masing -
masing K/L/PD)

2. Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA KL) (sesuai Peraturan
Kementerian Keuangan yang berlaku) atau Rencana
Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKA PD)

(sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri yang
berlaku)

Output Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02]

Nama Proses Menyiapkan Pengadaan

Deskripsi Persiapan pengadaan merupakan proses reviu dan
penetapan spesifikasi teknis/KAK, penyusunan dan
penetapan HPS/RAB, serta rancangan kontrak

Input Rencana Umum Pengadaan (RUP);

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja;
HPS/RAB Swakelola;

Rancangan Kontrak sesuai Peraturan Perundangan

yang berlaku

b=

Output Dokumen Persiapan Pengadaan sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.03]

Nama Proses Memilih Penyedia

Deskripsi Memilih Penyedia adalah proses yang dilakukan Pokja
Pemilihan /Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan
pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Input 1. Dokumen Persiapan Pengadaan
2. Dokumen Penawaran

Output Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.04]

Nama Proses

Melaksanakan Kontrak Swakelola

Deskripsi Melaksanakan Kontrak Swakelola adalah proses
melaksanakan ketentuan kontrak dan peraturan
perundangan-undangan oleh penyelenggara swakelola.

Input Dokumen Persiapan Swakelola sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku

Output 1. Dokumen Kontrak Swakelola sesuai Peraturan

Perundangan yang berlaku
2. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola sesuai
Peraturan Perundangan yang berlaku

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05]

Nama Proses

Melaksanakan Kontrak Penyedia

Deskripsi Melaksanakan Kontrak Penyedia adalah proses
melaksanakan ketentuan kontrak dan peraturan
perundang-undangan sebagai tindak lanjut hasil proses
pemilihan penyedia

Input Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)

Output 1. Dokumen Kontrak Penyedia sesuai Peraturan

Perundangan yang berlaku
2. Laporan Pelaksanaan Kontrak sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.06]

Nama Proses Melaksanakan Serah Terima Barang/Jasa

Deskripsi Melaksanakan Serah Terima Barang/Jasa adalah proses
penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh Pejabat
Penandatanganan Kontrak kepada Pengguna Anggaran

Input 1. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
2. Laporan Pelaksanaan Kontrak

Output Dokumen Aset sesuai Peraturan Perundangan yang
berlaku

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.07]

Nama Proses Mengelola Penyedia

Deskripsi Mengelola Penyedia adalah proses pengelolaan daftar
hitam nasional dan data kualifikasi penyedia seperti izin
usaha, data perpajakan, data kepemilikan, data SDM
dan peralatan, pengalaman pekerjaan dan lainnya

Input Laporan Pelaksanaan Kontrak Penyedia

Output 1. Data Kualifikasi Penyedia sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku

2. Daftar Hitam Nasional sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08]

Nama Proses Mengelola Katalog Elektronik

Deskripsi Mengelola Katalog Elektronik adalah proses
pengelolaan pengusulan suatu barang/jasa untuk
tayang dalam Katalog Elektronik sampai dengan
barang/jasa tersebut tayang dalam Katalog Elektronik

Input 1. Dokumen Usulan Barang/Jasa

2. Surat Keputusan Verifikator

3. Dokumen Syarat dan Ketentuan dalam
pendaftaran Katalog Elektronik

4. Kontrak Katalog

Output Barang/Jasa tayang dalam Katalog Elektronik

D. Proses Bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.01]-Merencanakan Pengadaan
Penyusunan persyaratan proses bisnis level 1.1 ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan sehingga proses pengadaan

barang/jasa pemerintah dapat menghasilkan barang/jasa yang tepat dari
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setiap uang yang dibelanjakan. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis

Level 1.1-Merencanakan Pengadaan meliputi:

9.

® N o g bk b=

Mengidentifikasi Pengadaan Barang/Jasa;
Menetapkan Jenis Barang/Jasa;

Menentukan Cara Pengadaan Barang/Jasa;
Melakukan Pemaketan;

Melakukan Konsolidasi;

Menentukan Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa;
Melakukan reviu Anggaran pengadaan;
Menyusun Perencanaan Pengadaan; dan

Menetapkan dan Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.

Aktor Pelaksana yang dapat menjalankan proses ini antara lain PPK,

PA/KPA. Alur pada Proses Bisnis Level 1 - Merencanakan Pengadaan dilihat

pada Gambar 2 sebagai berikut:
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Merencanakan Pengadaan
[0-PBJP-1]

Menetapkan

™ Melakukan n e
“—Konsolidasi R;engumuumkan
g [RAB.09.02.08.0 encana Umum
¥ B.03.05.04.01.0 Pengadaan
g TE [RAB.09.02.08.0 el
a 8030 0
Jika diperlukan
Nengn 5
=] N " Rl = TE = Y T
“Zngidentifika ! A cara ™ Melakukan 3 & C=
si Pengadaan Wy “Pengadaan —Pemaketan “Pemanfaatan SAnggaran Ferencanaan
arang/Jasa Pengadaan Pengadaan
......... Barang/Jasa [RAB.09.02.08.0 Barang/Jasa [RAB.09.02.08.0 Barang/Jasa [RAB.09.02.08.0 [RAB.09.02.08.0
[RAB.09.02.08.0 5.03.05.04 01.0 [RAB.09.02.08.0 8.03.05.04.01.0 [RAB.09.02.08.0 5030504 010 503 0508 010
KA LT P 3.06.04.01.01] e 8.03.05.04.01.0 4] 5.03.05.04.01.0 03030401, 03.05.04.01.
& KAK 4] ]
RAB

Jika diperlukan

™ Melakukan

“—wKonsolidasi

[RAB.09.02.08.0
8.03.05.04.01.0
5]

Gambar 2 Merencanakan Pengadaan
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Merencanakan Pengadaan terdiri atas:

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01.01]

Nama Proses

Mengidentifikasi Pengadaan Barang/Jasa

Deskripsi

Mengidentifikasi kegiatan belanja pengadaan
barang/jasa pada keseluruhan rencana kerja dan
anggaran

Input

1. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
a.RKA K/L (dalam bentuk dokumen sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
208/PMK.02 /2019 Tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara Lembaga dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) atau
b. RKA Perangkat Daerah (dalam bentuk dokumen
sesuai peraturan Permendagri Nomor 77/2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah)
2. KAK Anggaran

Output

Daftar belanja pengadaan barang/jasa

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01.02]

Nama Proses

Menetapkan Jenis Barang/Jasa

Deskripsi Mengklasifikasikan belanja pengadaan barang/jasa ke
dalam jenis pengadaan : barang, pekerjaan konstruksi,
jasa konsultan, jasa lainnya, dan pekerjaan terintegrasi

Input 1. Daftar belanja pengadaan barang/jasa
2. KAK Anggaran

Output Informasi penetapan jenis barang/jasa

(barang/pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/jasa
lainnya/pekerjaan terintegrasi)

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01.03]

Nama Proses

Menentukan Cara Pengadaan Barang/Jasa

Deskripsi Menentukan cara mendapatkan barang/jasa baik itu
melalui penyedia atau swakelola

Input 1. KAK Kegiatan
2. Informasi penetapan jenis barang/jasa

Output Informasi cara pengadaan (penyedia atau swakelola)
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01.04]

Nama Proses

Melakukan Pemaketan

Deskripsi

Melakukan pemaketan pengadaan barang/jasa
berdasarkan hasil analisa dari sisi kebutuhan
pengguna dan ketersediaan pasokan/pasar (baik
barang/jasa maupun pelaku usahanya)

Input

1. KAK Anggaran
2. Informasi penetapan jenis barang/jasa
3. Informasi cara pengadaan (penyedia atau swakelola)

Output

Informasi hasil pemaketan pekerjaan

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01.05]

Nama Proses

Melakukan Konsolidasi

Deskripsi Melakukan penggabungan paket yang memiliki
karakteristik yang sama, dengan mempertimbangkan
efisiensi sumber daya, sisi komersial serta
keberpihakan pada produk dan pelaku usaha nasional

Input Informasi hasil pemaketan pekerjaan

Output Informasi Paket yang sudah dikonsolidasi

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01.06]

Nama Proses

Menentukan Waktu Pemanfaatan Barang/Jasa

Deskripsi Melakukan penyusunan jadwal mulai dari persiapan
pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan
pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah
terima kontrak/pekerjaan

Input Informasi hasil pemaketan pekerjaan

Output Informasi jadwal sesuai peraturan perundangan yang

berlaku

Kode Proses [RAB.O

9.02.08.03.05.04.01.07]

Nama Proses

Mereviu Anggaran Pengadaan

Deskripsi Melakukan reviu terkait ketersediaan biaya pendukung,
termasuk kemungkinan revisi anggaran

Input RKA KL atau RKA PD (dokumen acuan)
Informasi hasil pemaketan pekerjaan

Output 1. Informasi anggaran pengadaan barang/jasa

2. Dokumen Usulan perubahan anggaran (opsional)
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01.08]

Nama Proses

Menyusun Perencanaan Pengadaan

Deskripsi

Melakukan pengajuan perencanaan paket-paket
pengadaan barang/jasa

Input

Dokumen usulan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
berisi :

e Daftar belanja pengadaan barang/jasa
Informasi penetapan jenis barang/jasa
Informasi cara pengadaan barang/jasa
Informasi pemaketan
Informasi konsolidasi
Informasi jadwal pengadaan barang/jasa
Informasi anggaran pengadaan

Output

Nota dinas atau laporan dari PPK kepada PA/KPA yang
berisi informasi paket pengadaan barang/jasa yang
akan diumumkan

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.01.09]

Nama Proses

Menetapkan dan Mengumumkan Rencana Umum
Pengadaan (RUP)

Deskripsi Menyetujui dan mengumumkan RUP
Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah

Input Nota dinas atau laporan dari PPK kepada PA/KPA yang
berisi informasi paket pengadaan barang/jasa yang
akan diumumkan

Output Rencana Umum Pengadaan (RUP)

E. Proses Bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.02]-Menyiapkan Pengadaan

Penyusunan persyaratan proses bisnis level 1.2 ini bertujuan untuk

melakukan proses persiapan pengadaan barang/jasa sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku. Ruang lingkup persyaratan proses

bisnis Level 1.2-Menyiapkan Pengadaan meliputi:

© N R b=

Mereviu dan menetapkan spesifikasi teknis / KAK;
Menyusun dan menetapkan HPS;

Menyusun dan menetapkan rancangan kontrak;
Menetapkan penyelenggara swakelola;

Menyusun rencana kegiatan;

Menyusun jadwal pelaksanaan;

Reviu spesifikasi teknis/KAK;

Reviu RAB; dan

Menetapkan dokumen persiapan swakelola;
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Aktor Pelaksana pada proses ini adalah PPK, PA/KPA, dan Tim
Persiapan. Alur Proses Bisnis Level 1.2- Menyiapkan Pengadaan dilihat

pada Gambar 3 sebagai berikut:
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Level 1 - Menyiapkan Pengadaan

[ Zenyusun &

r-—ﬁenetapkan
Spesifikasi - @
Teknis/KAK TN
[RAB.09.02.08.0 U .
Dok Spesifikasi
TeknisKAK

& > »
[RAB.09.02.08.0
Merencanakan 3.05.04.02.02] Memilin Penyadia
Pengadaan [RAB.09.02.08.03
[RAE‘!]gQDEZ(]E]?SOQ (05.04.03]
\—Wenetapkan Dokumen
- Rancangan Persiapan -
g Kontrak Swakelola e
[RAB.09.02.08.0 [RAB.09.02.08.0
Rancangan Melaksanakan
Kontrak Kontrak
Swakelola
[RAB.09.02.08.03
LG g
Menetapkan
< Swakelola Penyelenggara
& » Swakelola
z | [RAB.09.02.08.0
o 3.05.04.02.04]
£ Menyusun Menyusun Reviu
o Rencana Jadwal Spesifikasi Reviu RAB
" Kegiatan Pelaksanaan Teknis/KAK [RAB.09.02.08.0
& [RAB.09.02.08.0 [RAB.09.02.08.0 [RAB.09.02.08.0 3.05.04.02.08]
E 3.05.04.02.08] 3.05.04.02.06] 3.05.04.02.07]
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Gambar 3 Menyiapkan Pengadaan
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Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Bisnis Level 1.2-

Menyiapkan Pengadaan terdiri atas:

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.01]

Nama Proses Mereviu dan Menetapkan Spesifikasi Teknis / KAK

Deskripsi Mereviu dan Menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK adalah
proses melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang
telah disusun pada tahapan perencanaan.

Input 1. Data/informasi pasar

2. Daftar barang/jasa PDN sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku (sebagai acuan)

3. Informasi Standar Nasional Indonesia (SNI) (sebagai
acuan)

4. Produk UMKM sesuai Peraturan Perundangan yang
berlaku (sebagai acuan)

5. Produk Ramah lingkungan sesuai Peraturan
Perundangan yang berlaku (sebagai acuan)

Output Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.02]

Nama Proses Menyusun dan Menetapkan HPS

Deskripsi Menyusun dan Menetapkan HPS adalah proses
melakukan reviu HPS yang telah disusun pada tahapan
perencanaan.

Input 1. Pagu anggaran pada DIPA/DPA
2. Data/Informasi harga pasar

Output Dokumen HPS
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.03]

Nama Proses Menyusun dan Menetapkan Rancangan Kontrak

Deskripsi Menyusun dan Menetapkan Rancangan Kontrak adalah
proses penyusunan dokumen yang memuat antara lain:
Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian,
Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat Garansi,
Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang
Impor, Penyesuaian Harga, Syarat-Syarat Umum
Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSKK)

Input 1. Syarat Kontrak
2. Isian Naskah Perjanjian
3. Uang Muka (pilihan)
4. Isian Jaminan Pengadaan (pilihan)
5. Isian Sertifikat Garansi (pilihan)

Output Rancangan Kontrak

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.04]

Nama Proses Menetapkan Penyelenggara Swakelola

Deskripsi Menetapkan Penyelenggara Swakelola adalah proses
yang  dilakukan PA/KPA  untuk  menetapkan
penyelenggara swakelola sesuai tipe swakelola yang
digunakan sesuai Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021

Input 1. KAK Swakelola
2. Usulan Penyelenggara Swakelola

Output Dokumen Penetapan Tim Penyelenggara Swakelola
sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.05]

Nama Proses

Menyusun Rencana Kegiatan

Deskripsi

Menyusun Rencana Kegiatan adalah proses menyusun
persiapan teknis dan metode pelaksanaan kegiatan
dan/atau menyusun daftar/struktur rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan

Input

KAK Swakelola

Output

Dokumen Rencana Kegiatan Swakelola:
e Metode pelaksanaan kegiatan swakelola
e Daftar/struktur rencana kegiatan swakelola




-30-

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.06]

Nama Proses Menyusun Jadwal Pelaksanaan
Deskripsi Menyusun Jadwal Pelaksanaan adalah proses merinci
jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output
Input 1. KAK Swakelola
2. Dokumen Rencana Kegiatan Swakelola
Output Jadwal Pelaksanaan Swakelola

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.07]

Nama Proses Reviu Spesifikasi Teknis/KAK

Deskripsi Reviu Spesifikasi Teknis/KAK Swakelola adalah proses
menyesuaikan spesifikasi hasil perencanaan swakelola
dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA

Input 1. KAK Swakelola
2. Anggaran DIPA/DPA

Output Dokumen Hasil Reviu KAK Swakelola

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.08]

Nama Proses

Reviu RAB

Deskripsi Reviu RAB adalah proses menyusun detail rencana
anggaran belanja berdasarkan tipe swakelola sesuai
dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021

Input 1. Dokumen hasil reviu KAK Swakelola
2. RAB Swakelola

Output Dokumen Hasil Reviu RAB Swakelola

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.02.09]

Nama Proses

Menetapkan Dokumen Persiapan Swakelola

Deskripsi

Menetapkan Dokumen Persiapan Swakelola adalah
proses penetapan dan persetujuan rencana kegiatan,
jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis/KAK, Rencana
Anggaran Biaya (RAB), dan rancangan kontrak
(dikecualikan untuk swakelola tipe 1)

Input

Dokumen Rencana Kegiatan Swakelola
Jadwal Pelaksanaan Swakelola
Dokumen Hasil Reviu KAK Swakelola
Dokumen Hasil Reviu RAB Swakelola
Isian Model Kontrak Swakelola

abhwb=

Output

Dokumen Persiapan Swakelola
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F. Proses Bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.03]-Memilih Penyedia
Penyusunan persyaratan proses bisnis level [RAB.09.02.08.03.05.04.03]

ini bertujuan untuk dapat melaksanakan proses pemilihan penyedia dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah. Ruang lingkup persyaratan proses
bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.03]-Melaksanakan Pemilihan Penyedia
meliputi:

Proses melaksanakan persiapan pemilihan;

Proses melaksanakan ePurchasing;

Proses melaksanakan pengadaan langsung;

Proses melaksanakan penunjukan langsung;

Proses melaksanakan tender/seleksi; dan

o u s

Proses melaksanakan tender cepat.

Aktor Pelaksana pada proses ini adalah PPK, KUPPBJ, Pokja Pemilihan,
Pejabat Pengadaan. Alur Proses Bisnis Level 1.3- Memilih Penyedia dilihat
pada Gambar 4 sebagai berikut:
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Level 1 - Memilih Penyedia
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Gambar 4 Memilih Penyedia
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Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Bisnis Level 1.3-

Memilih Penyedia terdiri atas:

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.03.01]

Nama Proses

Melaksanakan Persiapan Pemilihan

Deskripsi

Melaksanakan Persiapan Pemilihan adalah proses yang
dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan /Pejabat
Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia
dari PPK

Input

Dokumen Persiapan Pengadaan berisi:
e Dokumen Spesifikasi Teknis/KAK
e Dokumen HPS
e Dokumen Rancangan Kontrak

Output

Dokumen Persiapan Pemilihan

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.03.02]

Nama Proses Melaksanakan ePurchasing

Deskripsi Melaksanakan ePurchasing adalah proses pemilihan
untuk mendapatkan penyedia barang/jasa melalui
sistem Katalog Elektronik atau Toko Daring

Input Produk dalam Katalog Elektronik/Toko Daring

Output Surat Pesanan ePurchasing

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.03.03]

Nama Proses Melaksanakan Pengadaan Langsung

Deskripsi Melaksanakan Pengadaan Langsung adalah proses
pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa
dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,- untuk jasa
konsultansi atau paling banyak Rp 200.000.000,- untuk
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

Input 1. Dokumen Persiapan Pengadaan
2. Dokumen Persiapan Pemilihan
3. Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung
4. Dokumen Penawaran

Output Berita Acara Hasil Pemilihan Pengadaan Langsung
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.03.04]

Nama Proses Melaksanakan Penunjukan Langsung

Deskripsi Melaksanakan Penunjukan Langsung adalah proses
pemilihan untuk mendapatkan penyedia
barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
lainnya dalam keadaan tertentu sesuai dalam
perundang - undangan yang berlaku

Input 1. Dokumen Persiapan Pengadaan
2. Dokumen Persiapan Pemilihan
3. Dokumen Pemilihan Penunjukan Langsung
4. Dokumen Penawaran

Output Berita Acara Hasil Pemilihan Penunjukan Langsung

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.03.05]

Nama Proses Melaksanakan Tender / Seleksi

Deskripsi Melaksanakan Tender/Seleksi adalah proses pemilihan
untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam hal
tidak dapat menggunakan E-purchasing, Pengadaan
Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat

Input 1. Dokumen Persiapan Pengadaan
2. Dokumen Persiapan Pemilihan
3. Dokumen Pemilihan Tender/Seleksi
4. Dokumen Penawaran

Output Berita Acara Hasil Pemilihan Tender/Seleksi

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.03.06]

Nama Proses Melaksanakan Tender Cepat

Deskripsi Melaksanakan Tender Cepat adalah proses pemilihan
penyedia Barang/Jasa dalam hal Pelaku Usaha yang
telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja
Penyedia (SIKaP) dengan membandingkan harga tanpa
memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran
administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan
sanggah banding

Input 1. Dokumen Persiapan Pengadaan
2. Dokumen Persiapan Pemilihan
3. Dokumen Pemilihan Tender Cepat
4. Dokumen Penawaran

Output Berita Acara Hasil Pemilihan Tender Cepat




G. Proses Bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.05] -Melaksanakan Kontrak Penyedia

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia berdasarkan ruang
lingkup yang tertuang dalam kontrak. Ruang lingkup persyaratan proses

bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.05]-Melaksanakan
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Penyusunan persyaratan proses bisnis level ini bertujuan untuk

meliputi:

—_— =
N~ O

Melaksanakan Kontrak Penyedia dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:

o ® N ok b=

Reviu laporan hasil penyedia;
Melakukan pembahasan bersama,;
Memutuskan penolakan;
Tender/seleksi gagal;

Penetapan SPPBJ;

Penandatanganan kontrak;
Melaksanakan penerbitan SPMK/SPP;
Melaksanakan pekerjaan;

Melakukan pemutusan kontrak;

Menyerahkan hasil pekerjaan;

. Melakukan perbaikan pekerjaan; dan

. Menerima hasil pekerjaan.

Aktor Pelaksana pada proses ini adalah PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan,
dan Penyedia. Alur Proses Bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.03] -

Penyedia
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Lewed 1 - Melaksanakan Kontrak Penyedia
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Gambar 5 Melaksanakan Kontrak Penyedia
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Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Bisnis

[RAB.09.02.08.03.05.04.05] - Melaksanakan Kontrak Penyedia terdiri atas:

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.01]

Nama Proses Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Deskripsi Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia adalah proses
yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses
pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan
prosedur yang ditetapkan dan pemenang
pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan kontrak

Input Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Output Hasil Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.02]

Nama Proses Melakukan Pembahasan Bersama

Deskripsi Melakukan Pembahasan Bersama adalah Pembahasan
yang dilakukan Pokja Pemilihan dan PPK atas
ketidaksetujuan PPK terhadap hasil pemilihan penyedia.

Input Hasil Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Output Informasi Hasil Pembahasan Bersama

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.03]

Nama Proses

Memutuskan Penolakan PPK

Deskripsi Memutuskan Penolakan PPK adalah Penetapan yang
dilakukan oleh PA/KPA atas ketidaksetujuan PPK
terhadap hasil pemilihan penyedia.

Input Informasi Hasil Pembahasan Bersama

Output

Informasi Penolakan PPK
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.04]

Nama Proses Tender/Seleksi Gagal

Deskripsi Tender/Seleksi Gagal adalah Tindak lanjut hasil
penetapan PA/KPA atas ketidaksetujuan PPK terhadap
hasil pemilihan penyedia

Input Informasi Penolakan PPK

Output Informasi Tender/Seleksi Gagal

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.05]

Nama Proses Penetapan SPPBJ

Deskripsi Penetapan SPPBJ adalah proses penetapan atas tindak
lanjut diterimanya hasil pemilihan Penyedia.

Input Dokumen Hasil Reviu atas Laporan Hasil Pemilihan
Penyedia

Output Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.06]

Nama Proses Penandatanganan Kontrak

Deskripsi Penandatanganan Kontrak adalah proses
penandatanganan atas kesepakatan yang telah disetujui
antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia

Input 1. Rancangan Kontrak
2. SPPBJ

Output Dokumen Kontrak sesuai Peraturan Perundangan yang
berlaku

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.07]

Nama Proses Melaksanakan Penerbitan SPMK/SPP

Deskripsi Melaksanakan Penerbitan SPMK/SPP adalah proses
menerbitkan surat perintah dari Pejabat Penandatangan
Kontrak kepada Penyedia untuk melaksanakan
pekerjaan

Input Dokumen Kontrak

Output SPMK/SPP sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.08]

Nama Proses Melaksanakan Pekerjaan

Deskripsi Melaksanakan Pekerjaan adalah proses pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak

Input 1. Dokumen Kontrak
2. SPMK/SPP

Output Laporan Hasil Pekerjaan Penyedia

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.09]

Nama Proses Melakukan Pemutusan Kontrak

Deskripsi Melakukan Pemutusan Kontrak adalah proses yang
dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau
Penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena
alasan tertentu

Input Laporan Hasil Pekerjaan Penyedia

Output Berita Acara Pemutusan Kontrak

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.10]

Nama Proses Menyerahkan Hasil Pekerjaan

Deskripsi Menyerahkan Hasil Pekerjaan adalah proses yang
dilaksanakan oleh Penyedia untuk menyampaikan hasil
pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak

Input 1. Dokumen Kontrak
2. Laporan Hasil Pekerjaan Penyedia

Output Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.11]

Nama Proses Melakukan Perbaikan Pekerjaan

Deskripsi Melakukan Perbaikan Pekerjaan adalah proses yang
dilaksanakan oleh Penyedia jika terdapat perbaikan
pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak

Input Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan

Output Laporan Perbaikan Hasil Pekerjaan Penyedia
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.05.12]

Nama Proses Menerima Hasil Pekerjaan

Deskripsi Menerima Hasil Pekerjaan adalah proses yang dilakukan
Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal menerima
hasil pekerjaan dari Penyedia setelah dilakukan
pemeriksaan terhadap barang/jasa yang dikerjakan

Input Laporan Hasil Pekerjaan Penyedia

Output Berita Acara Serah Terima

H. Proses Bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.07] -Mengelola Penyedia

Penyusunan persyaratan proses bisnis level 1 ini bertujuan untuk

melakukan pengelolaan terhadap kinerja penyedia dalam proses pengadaan

barang/jasa pemerintah. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis

[RAB.09.02.08.03.05.04.07]-Mengelola Penyedia meliputi:

1. Penilaian kinerja penyedia; dan

2. Pengenaan sanksi daftar hitam.
Aktor Pelaksana pada proses ini adalah PA/KPA, PPK dan LKPP. Alur
Proses Bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.07]-Mengelola Penyedia dilihat pada

Gambar 6 sebagai berikut:
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Gambar 6 Mengelola Penyedia
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Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Bisnis

[RAB.09.02.08.03.05.04.07] -Mengelola Penyedia terdiri atas:

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.07.01]

Nama Proses

Penilaian Kinerja Penyedia

Deskripsi Penilaian Kinerja Penyedia adalah proses untuk
mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan
pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan

Input 1. Berita Acara Serah Terima/Berita Acara Serah

Terima Akhir
2. Dokumen Kontrak
3. Laporan Hasil Pekerjaan Penyedia
Output Dokumen Hasil Penilaian Kinerja melalui aplikasi SIKaP

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.07.02]

L.

Nama Proses

Pengenaan Sanksi Daftar Hitam

Deskripsi Pengenaan Sanksi Daftar Hitam adalah proses
pemberian sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihan/Penyedia  berupa larangan  mengikuti
Pengadaan Barang/Jasa di seluruh
Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka
waktu tertentu

Input Dokumen usulan penetapan sanksi daftar hitam

Output Dokumen Penetapan Daftar Hitam

Proses Bisnis [RAB.09.02.08.03.05.04.08] -Mengelola Katalog Elektronik

Penyusunan persyaratan proses bisnis level 1 ini bertujuan untuk

menyediakan fasilitas untuk menyimpan informasi usulan barang/jasa ke

dalam Katalog Elektronik, pengumuman, proses verifikasi, sampai dengan

penayangan barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik sehingga lebih

akuntabel.

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis

[RAB.09.02.08.03.05.04.08]-Mengelola Katalog Elektronik meliputi:

1. Menyampaikan usulan;

No g AN

Membuat telaahan;
Menyiapkan etalase produk;
Menyampaikan penawaran,;
Memverifikasi penawaran;
Menyetujui hasil verifikasi;

Menyampaikan penambahan produk;
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8. Memverifikasi penambahan produk;
9. Menyetujui hasil verifikasi penambahan produk; dan

10. Melakukan pembaruan data.

Aktor Pelaksana pada proses ini adalah Menteri/Kepala Lembaga /Kepala
Daerah, LKPP, Pelaku Usaha/Penyedia Katalog, Verifikator Katalog,
Pengelola Katalog Nasional/Lokal/Sektoral. Alur Proses Bisnis
[RAB.09.02.08.03.05.04.08]-Mengelola Katalog Elektronik dilihat pada

Gambar 7 sebagai berikut:



-43-

Hangakels Falaug Eusliok

J-PEP.0)

a
ES
|
4] z =
3% iyanpakan o mbuat
2a Lisaskan telasifian
a3 [RAEL00.02. 050 [FeE 341,02 0600
=2 2.05 D4 .08.01] 305,04 0RL0Z]
§*
g Tatak
L i -
Elsiass pods Mrambual Tanyiaphan
B larssdia i x telasthan Etalass Peaduk
= ] [ReE 341,02 060 JRAS. D02 0B
Btbldrorsk? 30504 DR.0Z] 305 008,03
Ealsog K
=
g : = :"’KX\\ Melakubias
paranes data
a f hari parrba I F
i Bpanpaan Phareyampainan Pharraay [RAR.I9 02 08 10
z lermtn [ 1 i o i 3105.04.08.10)
. JFLAS. (D2 0.0 parsmbuan Produk
3 105 04.08,04] pracus! JReAE: 09 02 083
2 5106504 08, 07} Lk
a
]
i -
=
- Banmen Nl -nj:"“ﬁr““
Pufawmaran '“I’::"::M
2 |RAE00.02.08.0 o
a1 9.06.04.DE.05) FAE. T0E 00
a 105.04.08.58]
(-}
4
iximk
Ei
3¢ 3
- bipiifd Hasl
33 Vil
i3 JRAE. D502 08 0
3 3 3.105.04.08.05]
2

Gambar 7 Mengelola Katalog Elektronik
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Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Bisnis

[RAB.09.02.08.03.05.04.08] - Mengelola Katalog Elektronik terdiri atas:

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.01]

Nama Proses Menyampaikan usulan

Deskripsi Menyampaikan usulan merupakan proses pengajuan
barang/jasa untuk dapat ditayangkan dalam Katalog
Elektronik

Input Dokumen usulan barang/jasa

Output Daftar dokumen usulan barang/jasa

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.02]

Nama Proses

Membuat telaahan

Deskripsi

Telaahan barang/jasa yang diusulkan untuk tayang ke
dalam Katalog Elektronik dilakukan untuk
menentukan etalase produk serta syarat dan ketentuan

untuk pendaftaran dari barang/jasa yang akan
ditayangkan

Input

Dokumen usulan barang/jasa

Output

1. Dokumen telaahan Katalog Elektronik

2. Syarat dan ketentuan pendaftaran Katalog
Elektronik

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.03]

Nama Proses Menyiapkan etalase produk

Deskripsi Menyiapkan etalase produk merupakan kegiatan
pembuatan etalase produk dalam Katalog Elektronik
berdasarkan hasil telaahan

Input 1. Dokumen telaahan Katalog Elektronik
2. Syarat dan ketentuan pendaftaran Katalog

Elektronik
Output Etalase produk
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.04]

Nama Proses

Menyampaikan penawaran

Deskripsi Menyampaikan penawaran merupakan kegiatan untuk
pemasukan penawaran barang/jasa ke dalam Katalog
Elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
dipersyaratkan

Input Syarat dan ketentuan pendaftaran

Output . Dokumen penawaran Katalog Elektronik

1
2. Daftar produk Katalog Elektronik
3

. Daftar Distributor/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim
Barang

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.05]

Nama Proses

Memverifikasi penawaran

Deskripsi

Merupakan proses pengecekan data pada penawaran
dengan syarat dan ketentuan yang telah

dipersyaratkan sebelumnya pada Pengumuman di
Etalase Produk

Input

1. Dokumen penawaran Katalog Elektronik
2. Daftar produk Katalog Elektronik

3. Daftar Distributor/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim
Barang

Output

Laporan hasil verifikasi calon Penyedia Katalog
Elektronik

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.06]

Nama Proses Menyetujui hasil verifikasi
Deskripsi Merupakan proses penyetujuan hasil verifikasi oleh
pejabat yang berwenang
Input Laporan hasil verifikasi calon Penyedia Katalog
Elektronik
Output 1. Persetujuan hasil verifikasi
2. Kontrak Katalog
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.07]

Nama Proses Menyampaikan Penambahan Produk

Deskripsi Menyampaikan penambahan produk merupakan proses
untuk menambahkan produk baru ke dalam Katalog
Elektronik

Input Daftar Produk yang akan ditambahkan

Output Daftar produk Katalog Elektronik

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.08]

Nama Proses

Memverifikasi Penambahan Produk

Deskripsi Merupakan proses pengecekan kesesuaian data pada
produk yang baru ditambahkan dengan syarat dan
ketentuan yang telah dipersyaratkan sebelumnya pada
Pengumuman

Input Daftar produk Katalog Elektronik

Output Laporan hasil verifikasi penambahan produk

Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.09]

Nama Proses

Menyetujui hasil verifikasi Penambahan Produk

Deskripsi Merupakan proses memberikan persetujuan hasil
verifikasi penambahan produk oleh pejabat yang
berkewenangan/berhak

Input Laporan hasil verifikasi penambahan produk

Output

Persetujuan hasil verifikasi penambahan produk
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Kode Proses [RAB.09.02.08.03.05.04.08.10]

Nama Proses

Melakukan Pembaruan Data

Deskripsi

Melakukan pembaruan data merupakan proses untuk
pembaruan data produk maupun data
distributor/pelaksana  pekerjaan/pengirim  barang

dalam Katalog Elektronik

Input

Daftar Produk atau Daftar Distributor/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang yang akan dilakukan
perubahan data

Output

Daftar Produk atau Daftar Distributor/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang yang telah diperbarui
datanya
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BAB IV
PERSYARATAN DATA

Persyaratan data Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah merupakan deskripsi entitas dan relasi data yang menjadi syarat
pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan
basis data Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan data Aplikasi Umum Bidang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah mencakup inventaris entitas, matriks relasi data,
relasi data, dan deskripsi entitas. Model data digambarkan dengan

menggunakan model Integration Definition (IDEF).

A. Inventaris Entitas
Pada model Integration Definition (IDEF), tahapan pertama dilakukan
inventarisasi entitas pada proses bisnis yang telah dibuat. Adapun hasil
inventarisasi entitas yang ada pada proses bisnis tata kelola pengadaan

barang dan jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

No Nama Entitas Deskripsi

1 |Rencana Kerja dan Anggaran |Entitas RKA KL atau RK PD berisi

Kementerian /Lembaga (RKA |perencanaan dan penganggaran

KL) atau Rencana Kerja dan |rencana kerja di lingkungan

Anggaran Pemerintah Daerah | Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
(RKA PD) Daerah

2 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) Entitas Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Anggaran Anggaran berisi ruang lingkup

pekerjaan, jadwal pelaksanaan

pekerjaan dan biaya yang diperlukan
berikut sumber dananya

3 |Rencana Umum Pengadaan Entitas Rencana Umum Pengadaan
(RUP) (RUP) berisi seluruh informasi
identifikasi kebutuhan pengadaan

barang/jasa

4 | Spesifikasi Teknis/Kerangka Entitas Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Acuan Kerja (KAK) berisi informasi dokumen yang disusun
oleh PPK untuk menjelaskan tujuan,
ruang lingkup pekerjaan yang
diperlukan untuk pelaksanaan
pekerjaan

S5 |Rencana Anggaran Biaya (RAB) | Entitas Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Swakelola swakelola berisi informasi kebutuhan
biaya pengadaan barang/jasa yang
dilaksanakan melalui swakelola
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Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Entitas Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
berisi informasi  perkiraan  harga
barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
yang telah memperhitungkan biaya tidak
langsung, keuntungan dan Pajak
Pertambahan Nilai

Rancangan Kontrak

Entitas rancangan kontrak berisi
informasi pokok perjanjian dan syarat
kontrak yang disusun oleh PPK

Dokumen Persiapan
Pengadaan

Entitas Dokumen Persiapan Pengadaan
berisi keseluruhan informasi kebutuhan
pengadaan barang/jasa yang telah
ditetapkan oleh PPK yang terdiri dari :

a. Spesifikasi Teknis / KAK;

b. HPS atau RAB Swakelola;

c. Rancangan Kontrak.

Dokumen Penawaran

Entitas Dokumen Penawaran berisi
informasi penawaran dari penyedia yang
dibutuhkan dalam proses pengadaan
pemilihan penyedia barang/jasa

10

Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP)

Entitas Berita Acara Hasil Pemilihan
(BAHP) berisi informasi mengenai hasil
pemilihan penyedia barang/jasa

11

Dokumen Persiapan Swakelola

Entitas dokumen persiapan swakelola
berisi informasi rencana kegiatan
swakelola, jadwal pelaksanaan
swakelola, hasil reviu spesifikasi
teknis/KAK, hasil reviu RAB swakelola
dan rancangan kontrak swakelola

12

Dokumen Kontrak Swakelola

Entitas Dokumen Kontrak Swakelola
berisi keseluruhan informasi mengenai
kontrak antara PPK dengan tim
pelaksana swakelola

13

Laporan Pelaksanaan
Pekerjaan Swakelola

Entitas Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Swakelola berisi informasi mengenai
hasil pekerjaan tim pelaksana swakelola

14

Dokumen Kontrak Penyedia

Entitas Dokumen Kontrak Penyedia
berisi keseluruhan informasi mengenai
kontrak antara PPK dengan penyedia

15

Laporan Pelaksanaan Kontrak
Penyedia

Entitas Laporan Pelaksanaan Kontrak
berisi  informasi  mengenai  hasil
pelaksanaan pekerjaan penyedia

16

Data Kualifikasi Penyedia

Entitas Data Kualifikasi Penyedia berisi
keseluruhan informasi kualifikasi
penyedia sesuai dengan yang ditentukan
oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan
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17

Daftar Hitam Nasional

Entitas Daftar Hitam Nasional berisi
informasi penyedia yang dikenakan
sanksi Daftar Hitam

18

Pagu Anggaran

Entitas pagu anggaran berisi informasi
alokasi anggaran yang ditetapkan untuk
mendanai belanja pemerintah

19

Syarat Kontrak

Entitas syarat kontrak berisi informasi
persyaratan yang digunakan dan
dituangkan pada kontrak antara pejabat
penandatanganan  kontrak  dengan
penyedia

20

Naskah Perjanjian

Entitas naskah  perjanjian  berisi
informasi perjanjian yang dilakukan
antara pejabat penandatanganan
kontrak dengan penyedia

21

Uang Muka

Entitas uang muka berisi informasi
tentang besaran uang yang dibayar
untuk membiayai mobilisasi
peralatan/tenaga  kerja  konstruksi,
pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok bahan/material dan/atau
untuk persiapan teknis lain

22

Jaminan Pengadaan

Entitas Jaminan Pengadaan berisi
informasi tentang Jaminan Penawaran,
Jaminan Sanggah Banding, Jaminan
Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan
Jaminan Pemeliharaan

23

KAK Swakelola

Entitas KAK Swakelola berisi informasi
tentang gambaran umum kegiatan dan
spesifikasi teknis barang/jasa yang
dilaksanakan melalui swakelola

24

Dokumen Penetapan Tim
Penyelenggara Swakelola

Entitas dokumen  penetapan tim
penyelenggara swakelola berisi informasi
penetapan tim penyelenggara swakelola
yang ditetapkan oleh PA/KPA (swakelola
tipe LI dan III) atau pimpinan kelompok
masyarakat pelaksana swakelola
(swakelola tipe 1V)

25

Dokumen Rencana Kegiatan
Swakelola

Entitas dokumen rencana kegiatan
swakelola berisi informasi persiapan

teknis dan penyiapan metode
pelaksanaan kegiatan dan/atau
daftar/struktur rencana kegiatan

swakelola yang akan dilaksanakan

26

Jadwal pelaksanaan swakelola

Entitas jadwal pelaksanan swakelola
berisi informasi rencana kegiatan
swakelola dengan pembagian waktu
pelaksanaan yang terperinci
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27

Dokumen hasil reviu
spesifikasi teknis/KAK
swakelola

Entitas dokumen hasil reviu spesifikasi
teknis/KAK swakelola berisi informasi
uraian, penjelasan dan rekomendasi
perbaikan spesifikasi teknis/KAK
swakelola

28

Dokumen hasil reviu RAB
swakelola

Entitas dokumen hasil reviu RAB
swakelola berisi informasi uraian,
penjelasan dan rekomendasi perbaikan
RAB swakelola

29

Isian Model kontrak swakelola

Entitas isian model kontrak swakelola
berisi informasi tentang kontrak
swakelola yang mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku

30

Dokumen Persiapan Pemilihan

Entitas dokumen persiapan pemilihan
berisi  informasi  hasil persiapan
pemilihan yang dilakukan oleh Pokja
Pemilihan atau pejabat pengadaan
sebelum pelaksanaan pemilihan
penyedia barang/jasa

31

Produk dalam Katalog
Elektronik/Toko Daring

Entitas Produk dalam Katalog
Elektronik/Toko Daring berisi
keseluruhan informasi produk pada
Katalog Elektronik/Toko Daring

32

Surat Pesanan ePurchasing

Entitas Surat Pesanan berisi informasi
surat pesanan dari Pejabat
Penandatanganan  Kontrak  kepada
Penyedia Barang/Jasa dalam Katalog
Elektronik/Toko Daring

33

Dokumen Pemilihan
Pengadaan Langsung

Entitas dokumen pemilihan pengadaan
langsung berisi informasi dokumen yang
ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam
pemilihan Penyedia melalui pengadaan
langsung

34

Berita Acara Hasil Pemilihan
Pengadaan Langsung

Entitas berita acara hasil pemilihan
pengadaan langsung berisi informasi
hasil pemilihan pengadaan barang/jasa
melalui penyedia dengan  metode
pengadaan langsung

35

Dokumen Pemilihan
Penunjukan Langsung

Entitas dokumen pemilihan
penunjukkan langsung berisi informasi
dokumen yang ditetapkan oleh pejabat
pengadaan atau pokja pemilihan yang
memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam
pemilihan Penyedia melalui penunjukan
langsung

36

Berita Acara Hasil Pemilihan
Penunjukan Langsung

Entitas berita acara hasil pemilihan
penunjukkan langsung berisi informasi
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hasil pemilihan pengadaan barang/jasa

melalui penyedia dengan  metode
penunjukan langsung
37 | Dokumen Pemilihan Entitas dokumen pemilihan

Tender/Seleksi

tender/seleksi berisi informasi dokumen
yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan
yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh para pihak dalam
pemilihan Penyedia melalui
tender/seleksi

38

Berita Acara Hasil Pemilihan
Tender/Seleksi

Entitas berita acara hasil pemilihan
tender/seleksi berisi informasi hasil
pemilihan penyedia barang/jasa melalui
metode tender/seleksi

39

Dokumen Pemilihan Tender
Cepat

Entitas dokumen pemilihan tender cepat
berisi informasi dokumen yang
ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang
memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam
pemilihan Penyedia melalui tender cepat

40

Berita Acara Hasil Pemilihan
Tender Cepat

Entitas berita acara hasil pemilihan
tender cepat berisi informasi hasil
pemilihan penyedia barang/jasa melalui
tender cepat

41

Laporan Hasil Pemilihan
Penyedia

Entitas Laporan Hasil Pemilihan
penyedia berisi informasi detail
keseluruhan informasi pelaksanaan

proses pemilihan barang/jasa melalui
penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan untuk disampaikan kepada
PPK

42

Informasi Hasil Reviu atas
Laporan Hasil Pemilihan
Penyedia

Entitas Hasil Reviu atas Laporan Hasil
penyedia Berisi laporan hasil pemilihan
Penyedia berisi informasi hasil reviu yang

dilaksanakan oleh PPK untuk
memastikan bahwa proses pemilihan
Penyedia sudah dilaksanakan

berdasarkan prosedur yang ditetapkan
dan bahwa pemenang pemilihan/calon
Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak.

43

Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ)

Entitas Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) berisi informasi
penunjukan penyedia berdasarkan hasil
proses pemilihan barang/jasa melalui
penyedia yang ditetapkan oleh PPK dan
dapat ditetapkan setelah persetujuan
RKA K/L atau RKA PD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
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44

Dokumen Kontrak

Entitas Dokumen  Kontrak  berisi
informasi terkait ruang  lingkup
pekerjaan, nilai kontrak, serta surat
perjanjian antara pihak pertama (PPK)
dengan Pihak kedua (Penyedia).

45

SPMK/SPP

Entitas Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) / Surat Perintah Pengiriman
(SPP) berisi informasi surat perintah dari
Pejabat = Penandatanganan  Kontrak
kepada Penyedia Barang/Jasa untuk
segera melakukan pelaksanaan
pekerjaan sesuai kontrak.

46

Laporan Hasil Pekerjaan
Penyedia

Entitas Laporan Hasil Pekerjaan
Penyedia berisi informasi hasil pekerjaan
yang dibuat oleh Penyedia dan disetujui
oleh PPK

47

Berita Acara Pemutusan
Kontrak

Entitas Berita Acara Pemutusan Kontrak
berisi informasi untuk mengakhiri
berlakunya Kontrak karena alasan
tertentu yang dapat dilakukan oleh PPK
dan/atau Penyedia

48

Laporan hasil pemeriksaan
pekerjaan

Entitas Laporan Hasil Pemeriksaan
Pekerjaan berisi  informasi hasil
pemeriksaan dari pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh PPK

49

Laporan Perbaikan Hasil
Pekerjaan Penyedia

Entitas Laporan  Hasil Perbaikan
Pekerjaan Penyedia berisi informasi hasil
perbaikan yang dilaksanakan oleh
penyedia berdasarkan hasil pemeriksaan
pekerjaan yang telah dilakukan oleh PPK

50

Berita Acara Serah Terima

Entitas Berita Acara Serah Terima berisi
informasi serah terima hasil pekerjaan
dari penyedia kepada PPK

51

Dokumen Hasil Penilaian
Kinerja melalui aplikasi SIKaP

Entitas Dokumen Hasil Penilaian Kinerja
melalui aplikasi SIKaP berisi informasi
penilaian kinerja yang dilakukan oleh
PPK melalui SIKaP atas pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia
selama masa pelaksanaan pekerjaan
sampai dengan proses pembayaran
termasuk masa pemeliharaan / garansi
jika ada

52

Dokumen usulan penetapan
sanksi daftar hitam

Entitas Dokumen wusulan penetapan
sanksi daftar hitam berisi informasi
pelaku wusaha yang diusulkan dan
pelanggaran yang dilakukan untuk
dikenakan sanksi Daftar Hitam

53

Dokumen Penetapan Daftar
Hitam

Entitas Dokumen Penetapan Daftar
Hitam berisi informasi pelaku usaha
yang ditetapkan untuk dikenakan sanksi
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Daftar Hitam dalam waktu tertentu
sesuai pelanggaran yang dilakukan

54

Dokumen usulan Barang/Jasa

Entitas Dokumen usulan berisi informasi
mengenai barang/jasa yang diusulkan
untuk dicantumkan dalam Katalog
Elektronik

55

Daftar dokumen usulan

Entitas Daftar dokumen usulan berisi
keseluruhan informasi dokumen usulan
yang disampaikan oleh K/L/PD

56

Dokumen telaahan Katalog
Elektronik

Entitas Dokumen telaahan  berisi
minimal  persyaratan pencantuman
barang/jasa, kategori produk beserta
atribut spesifikasi produk yang telah
ditetapkan oleh pimpinan K/L/PD
selaku pengelola katalog

57

Surat Keputusan Verifikator

Entitas Surat Keputusan Verifikator
berisi informasi daftar nama verifikator
yang akan melakukan verifikasi data
pada pendaftaran atau permohonan
pembaruan dalam Katalog Elektronik

58

Dokumen Syarat dan
ketentuan pendaftaran

Entitas Dokumen Syarat dan ketentuan
pendaftaran berisi informasi persyaratan
dan ketentuan pendaftaran sebagai
Penyedia Katalog Elektronik

59

Etalase produk

Entitas Etalase produk berisi informasi
kategori produk pada Katalog Elektronik

60

Dokumen penawaran Katalog
Elektronik

Entitas Dokumen Penawaran Dberisi
keseluruhan informasi kualifikasi Pelaku
Usaha serta dokumen pendukung
lainnya pada Katalog Elektronik

61

Daftar produk Katalog
Elektronik

Entitas Daftar Produk berisi keseluruhan
informasi produk pada Katalog
Elektronik

62

Daftar Distributor/Pelaksana
Pekerjaan /Pengirim Barang

Entitas Daftar Distributor/Pelaksana
Pekerjaan /Pengirim Barang berisi
informasi Distributor/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang yang
disampaikan oleh Penyedia Katalog
Elektronik

63

Laporan hasil verifikasi

Entitas Laporan hasil verifikasi berisi
informasi mengenai hasil pekerjaan
verifikator Katalog Elektronik

64

Persetujuan hasil verifikasi

Entitas Persetujuan hasil verifikasi berisi
keseluruhan informasi mengenai
persetujuan dari hasil verifikasi yang
telah dilakukan oleh Verifikator Katalog
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65

Kontrak Katalog

berisi
mengenai

Entitas Kontrak Katalog
keseluruhan informasi
Kontrak Katalog

66

Daftar Produk atau Daftar
Distributor/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang
yang akan dilakukan
perubahan data

Entitas Daftar Produk atau Daftar
Distributor/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barangyang akan
dilakukan perubahan data berisi
keseluruhan informasi produk atau
Distributor/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang yang akan
dilakukan perubahan data pada Katalog
Elektronik

67

Daftar Produk atau Daftar
Distributor/Pelaksana
Pekerjaan /Pengirim Barang

yang telah diperbarui datanya

Entitas Daftar Produk atau Daftar
Distributor/Pelaksana

Pekerjaan/Pengirim Barangyang akan
dilakukan  perubahan data  berisi
keseluruhan informasi produk atau
Distributor/Pelaksana

Pekerjaan/Pengirim Barang yang telah

diperbarui datanya pada  Katalog
Elektronik
68 |Barang/Jasa tayang Entitas Barang/Jasa tayang berisi

informasi barang/jasa yang ditayangkan
dalam Katalog Elektronik

69

Daftar Produk yang akan
ditambahkan

Entitas Daftar Produk berisi keseluruhan
informasi produk yang akan
ditambahkan pada Katalog Elektronik

70

Laporan hasil verifikasi
penambahan produk

Entitas Persetujuan hasil verifikasi berisi

keseluruhan informasi mengenai
persetujuan  dari  hasil  verifikasi
penambahan  produk yang telah

dilakukan oleh Verifikator Katalog

71

Persetujuan hasil verifikasi
penambahan produk

Entitas Persetujuan hasil verifikasi
penambahan produk berisi informasi
persetujuan hasil verifikasi penambahan
produk yang telah dilakukan oleh
Verifikator Katalog
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